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PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha berlandaskan asas kekeluargaan memiliki peran
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi tidak hanya bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga memperkuat perekonomian rakyat
melalui pengembangan potensi lokal, penguatan nilai gotong royong, dan solidaritas
sosial. Hasil penelitian oleh Sutrisno (2019) menunjukkan bahwa koperasi berhasil
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal, sementara Haryanto
(2020) mengungkapkan bahwa koperasi juga memberikan pelatihan, pendidikan, dan
akses pasar yang mampu meningkatkan daya saing serta kualitas hidup anggota.

Di sisi lain, perkembangan koperasi di Indonesia menghadapi tantangan yang
semakin kompleks akibat globalisasi, transformasi digital, serta perubahan pola konsumsi
masyarakat. Permasalahan internal seperti rendahnya profesionalisme manajemen,
keterbatasan modal, serta minimnya partisipasi anggota menjadi kendala yang signifikan.
Messabia, Beauvoir, dan Kooli (2022) menambahkan bahwa kompleksitas peran ganda
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anggota dan keterbatasan produk turut memengaruhi efektivitas tata kelola koperasi.
Selain itu, penelitian oleh Sutrisno dan Sari (2019) dalam MSDJ: Management Sustainable
Development Journal juga menekankan pentingnya koperasi sebagai sarana untuk
memenuhi kebutuhan umum masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan
melalui peningkatan kesejahteraan, inklusi sosial, serta perlindungan lingkungan.

Khususnya di Provinsi Bengkulu, koperasi dihadapkan pada kendala dalam menjalin
kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga keuangan, maupun organisasi non-
pemerintah, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jaringan
usaha. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam perkembangan
kondisi koperasi di daerah ini, bentuk dukungan pemerintah, tantangan struktural yang
dihadapi, serta strategi dan potensi pengembangan koperasi, termasuk koperasi
desa/kelurahan. Dengan demikian, diharapkan koperasi dapat semakin berdaya saing dan
memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian daerah serta
pemberdayaan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Koperasi, sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi, memiliki peran yang
signifikan dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi anggotanya.
Koperasi di Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat, dengan fokus utama pada pengembangan ekonomi mikro melalui partisipasi
aktif anggotanya (Soesilo, 2020; Arifandy et al., 2020). Keberadaan koperasi, yang dikenal
dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, telah menjadi salah satu pilar
perekonomian Indonesia, terutama bagi segmen masyarakat yang kurang mampu (Hetika
et al., 2017, Murwaji & Robby, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami
bagaimana koperasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi
baik dalam konteks lokal maupun nasional (Zuchrillah et al., 2023)

Prinsip dasar koperasi yang meliputi kepentingan bersama dan demokrasi dalam
pengelolaan menjadi aspek krusial yang mempengaruhi partisipasi anggotanya (Susetyo et
al., 2024). Koperasi memiliki spesifikasi yang berbeda-beda seperti koperasi simpan
pinjam, koperasi produksi, dan koperasi jasa, masing-masing bertujuan untuk memenubhi
kebutuhan ekonomis anggotanya (Saifudin, 2020; (Sholihah, 2021). Selain itu,
pengembangan koperasi berbasis syariah menunjukkan potensi besar dalam menciptakan
sistem ekonomi yang lebih inklusif dan beretika di Indonesia Fadli & Yunus, 2023).
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi
didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang
berdasarkan prinsip kekeluargaan untuk kepentingan bersama (Susetyo et al., 2024).

Namun, tantangan yang dihadapi oleh koperasi sangat beragam, mulai dari
kurangnya kepercayaan masyarakat, minimnya pengetahuan manajemen, hingga masalah
dalam laporan keuangan Faedlulloh, 2015; Widati & Herawati, 2020). Tingkat keaktifan
koperasi di Indonesia juga bervariasi, banyak di antaranya yang mengalami stagnasi atau
bahkan tutup, akibat ketidakmampuan dalam menjalankan usaha atau melaporkan
aktivitas keuangan mereka (Meini & Setyawati, 2021; Siregar, 2020). Untuk mengatasi hal
ini, diperlukan strategi baru dan pendekatan inovatif dalam manajemen koperasi, baik
melalui pelatihan bagi pengurus koperasi maupun peningkatan pemahaman anggotanya
tentang pentingnya koperasi (Sonoto, 2021; Setyawati et al., 2018).

Koperasi juga berpotensi menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, terutama di
daerah pedesaan. Melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada partisipasi anggota,
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koperasi dapat memberikan akses kepada modal, meningkatkan keterampilan, serta
menciptakan lapangan kerja baru (Zuchrillah et al., 2023; Rudi & Iswandi, 2022). Sebagai
contoh, dalam konteks nelayan skala kecil, koperasi dapat membantu memberikan akses
kerja sama dan permodalan guna meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha
mereka Zulham et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi bukan
hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh penguatan modal sosial dan
kepercayaan antar anggota Faedlulloh, 2015; .

Salah satu tantangan dalam pengelolaan koperasi adalah minimnya penetrasi
teknologi informasi. Ketidakmampuan koperasi dalam memanfaatkan teknologi seperti
internet dapat mengakibatkan ketertinggalan dalam persaingan usaha dan pengurangan
efektivitas dalam pengambilan keputusan (Sonoto, 2021; . Oleh karena itu, strategi
digitalisasi dalam operasi koperasi dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi, serta mempermudah pengelolaan dan komunikasi antara anggota (Sonoto,
202).

Koperasi juga memiliki peluang besar untuk menarik minat generasi milenial melalui
pembaruan citra dan model bisnisnya. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi positif
generasi muda terhadap koperasi dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan sistem yang
lebih modern dan relevan dengan kebutuhan serta gaya hidup mereka (Sholihah, 2021)
Umami & Maradani, 2020). Menyasar generasi milenial dengan pelayanan yang memadai
dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci untuk menarik lebih banyak anggota,
yang pada gilirannya akan memperkuat koperasi itu sendiri (Sholihah, 2021).

Koperasi juga berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan keterampilan
manajemen anggota. Misalnya, pelatthan dalam penyusunan laporan keuangan dan
pengelolaan usaha menjadi vital untuk meningkatkan kemampuan pengurus koperasi
dalam menjalankan operasional dengan baik (Sitepu & Hasyim, 2018). Dengan
peningkatan kompetensi di bidang manajemen, diharapkan anggota koperasi dapat lebih
memahami pentingnya perencanaan dan pengelolaan yang baik, yang akan
mempengaruhi kinerja koperasi secara keseluruhan (Sonoto, 2021; Diana, 2022).

Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat penting untuk menopang keberadaan
koperasi. Pemerintah perlu melakukan regulasi yang mendukung pengembangan koperasi
agar lebih kompetitif dan berdaya saing di pasar (Sitepu & Hasyim, 2018). Program-
program penguatan koperasi yang diperkenalkan oleh pemerintah dapat berperan dalam
meningkatkan pelayanan kepada anggota dan menarik minat masyarakat untuk
berpartisipasi dalam koperasi (Sitepu & Hasyim, 2018). Melalui kebijakan yang tepat,
diharapkan koperasi dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang
berkelanjutan (Zuchrillah et al., 2023; Fadli & Yunus, 2023).

Tabel 1. Perkembangan Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga untuk Pengembagan
Koperasi dan UKM Tahun 2021 s.d. 2024

Tahun Satuan Kerja Uraian Program Pagu Realisasi %
2021|Dinas Koperasi Program 2.246.964.000 2.149.473.613 95,66%
2022|Usaha Kecil Dan Kewirausahaan, Usaha 4.622.797.000 4.520.227.027 97,78%
2023|Menengah Provinsi |Miro, Kecil Menengah, 434.408.000 433.638.414 99,82%
2024|Bengkulu dan Koperasi 3.155.806.000 3.017.680.237 | 95,62%

% Growth 2024 yoy 626,46% 595,90% -
Total 2021 s.d. 2024 10.459.975.000 10.121.019.291 96,76%

Sumber: sintesa.kemenkeu.go.id
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Ketika koperasi menjalankan fungsinya dengan baik, dampak positifnya dapat
dirasakan tidak hanya oleh anggotanya, tetapi juga oleh masyarakat luas. Koperasi dapat
membantu menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik dengan
memberdayakan anggota serta mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat
(Arifandy et al., 2020; Zulham et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku
kepentingan untuk bekerja sama dalam memajukan koperasi sebagai salah satu solusi
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (Soesilo, 2020; Setyawati et al.,
2018).

Secara keseluruhan, koperasi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk
berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Namun,
tantangan yang dihadapi memerlukan perhatian dan upaya bersama dalam meningkatkan
kepercayaan masyarakat, pengetahuan manajemen, serta pemanfaatan teknologi. Dengan
pendekatan yang tepat, koperasi tidak hanya akan berkembang, tetapi juga mampu
memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Zuchrillah et al.,
2023; Faedlulloh, 2015; Siregar, 2020).

Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi di Indonesia berfungsi sebagai lembaga yang berupaya meningkatkan
kesejahteraan para anggotanya melalui berbagai kegiatan ekonomi yang didasari oleh
prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup tanggung jawab sosial,
keadilan, demokrasi, dan kerjasama antar anggota, yang kesemuanya bertujuan untuk
mencapai tujuan bersama demi kepentingan anggota koperasi (Setiawan & Pangestu,
2021; Heriyanto et al., 2023). Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum demi kepentingan bersama, dan kegiatan koperasi
berlandaskan pada prinsip-prinsip gerakan ekonomi kerakyatan (Susetyo et al., 2024).

Prinsip pertama adalah asas kekeluargaan yang menjadi dasar dalam hubungan antar
anggota koperasi. Dalam kerangka ini, setiap anggota diharapkan saling membantu dan
mendukung satu sama lain, mendasarkan aktivitasnya pada semangat gotong royong dan
solidaritas (Gunawan et al., 2022). Koperasi berfungsi sebagai perpanjangan tangan untuk
menyelesaikan masalah ekonomi bersama, sehingga menciptakan ikatan sosial yang kuat
di antara anggotanya. Dalam lingkup ini, penting bagi koperasi untuk mengedepankan
transparansi dalam pengelolaannya agar kepercayaan anggota dapat terbangun dan
terpelihara Ibrahim, 2021).

Prinsip kedua adalah demokrasi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang
sama dalam pengambilan keputusan, terutama saat diadakan Rapat Anggota Tahunan
(RAT) (Sofiana, 2014). Demikian juga, prinsip ini menekankan bahwa setiap anggota
berhak untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi, sehingga menghasilkan keputusan yang
mencerminkan kepentingan bersama (Prayoga & Amaliyah, 2024). Konsep demokrasi
dalam koperasi mempromosikan partisipasi aktif dan pemberdayaan, memastikan bahwa
keputusan yang diambil akan membawa manfaat bagi semua anggota Subekti, 2016).

Selain itu, prinsip keadilan adalah landasan fundamental dari koperasi, di mana
setiap anggota mendapat perlakuan yang sama dan adil dalam seluruh proses koperasi,
baik dalam hal distribusi keuntungan maupun akses terhadap layanan (Carmidah, 2020).
Prinsip ini mendukung pemerintah dalam menciptakan kondisi yang lebih adil dalam
ekonomi anggota, terutama bagi mereka yang berkendara pada jalur usaha mikro dan kecil
(Sitepu & Hasyim, 2018). Penerapan prinsip keadilan menjadi penting untuk memastikan
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bahwa tidak ada anggota yang merasa dirugikan dalam pengelolaan koperasi (Nidhofa et
al., 2024).

Prinsip keberlanjutan juga penting dalam pengelolaan koperasi, di mana koperasi
harus beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat bagi
generasi mendatang (Rufaidah et al., 2022). Keberlanjutan melibatkan bukan hanya aspek
ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan, di mana koperasi berperan aktif dalam
memberdayakan masyarakat di sekitarnya (Hanum et al., 2022). Oleh karena itu, aktivitas
koperasi harus dirancang dengan memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari
kegiatan usaha mereka.

Koperasi juga mengedepankan pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari prinsip
pembelajaran seumur hidup. Anggota koperasi didorong untuk terus belajar dan
meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka, sehingga mampu berkontribusi
lebih baik terhadap perkembangan koperasi (Susetyo et al., 2024; Zulham et al., 2022).
Pendidikan dalam konteks koperasi bukan hanya tentang manajemen keuangan, tetapi
juga tentang pengembangan kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan sikap
kewirausahaan yang positif.

Dalam banyak kasus, penerapan teknologi dalam pengelolaan koperasi masih
terbilang rendah, sehingga memerlukan perhatian khusus. Untuk mendukung prinsip
transparansi dan akuntabilitas, koperasi harus mengadopsi sistem informasi dan
komunikasi yang dapat mendukung operasional dan manajemen yang lebih efisien
(Gunawan et al., 2022; Subekti, 2016). Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja
koperasi sekaligus memperkuat jaringan komunikasi antara pengurus dan anggota
(Carmidah, 2020). Melalui teknologi informasi, koperasi dapat mengakses informasi
terbaru dan melakukan pemantauan kinerja secara real-time, yang pada gilirannya akan
meningkatkan daya saing koperasi di pasar (Fadli & Yunus, 2023).

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi juga ditandai oleh nilai-nilai syariah yang
diintegrasikan dalam prinsip-prinsip koperasi, khususnya dalam konteks koperasi syariah.
Koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah membawa nilai tambahan dalam hal
keadilan dan kesejahteraan ekonomi anggota, dengan menghindari praktek-praktek riba
dan eksploitatif lainnya (Prayoga & Amaliyah, 2024). Oleh karena itu, koperasi perlu
menerapkan prinsip syariah dengan cermat, sehingga memberikan rasa aman dan
kepercayaan kepada anggota bahwa kegiatan yang dilakukan tidak akan bertentangan
dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat (Nidhofa et al., 2024).

Keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh manajemen yang baik, yang
dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Pengurus
koperasi perlu memahami tanggung jawab mereka terhadap anggota dan harus selalu
bertindak transparan dalam semua kegiatan operasional (Setiawan & Pangestu, 2021;
Ibrahim, 2021). Dengan penerapan manajemen yang baik, koperasi tidak hanya akan
menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang
berkelanjutan (Rufaidah et al., 2022).

Prinsip-prinsip koperasi yang telah disebutkan di atas penting untuk memahami
bagaimana koperasi dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi para
anggotanya. Dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, keberlanjutan, dan
pendidikan, koperasi dapat bersaing dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian dan
tetap relevan di tengah perubahan zaman yang cepat (Nurhayati, 2022; Budiningsih et al.,
2019). Penguatan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat melahirkan koperasi yang tidak
hanya memberikan keuntungan bagi anggotanya, tetapi juga mampu menciptakan
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dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat serta lingkungan secara keseluruhan
(Sitepu & Hasyim, 2018).

Teori Ekonomi Kelembagaan

Teori Ekonomi Kelembagaan yang dikembangkan oleh Douglass C. North
memberikan kerangka pemahaman yang kuat tentang bagaimana institusi berbeda,
termasuk koperasi, berperan dalam mengurangi biaya transaksi, membentuk norma
ekonomi, serta meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya (Denzau et al., 2016).
Dalam era globalisasi ini, koperasi sebagai institusi ekonomi lokal sangat penting untuk
mengatasi kegagalan pasar yang sering kali menghambat perkembangan ekonomi
masyarakat, terutama di daerah yang tidak terlayani dengan baik oleh sektor swasta atau
publik (Lindakumala, 2019).

Koperasi memiliki karakteristik unik yang memfasilitasi kerjasama antar anggota
dalam mengelola sumber daya secara kolektif. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi
sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersatu dan berbagi risiko dalam menjalankan
usaha. Melalui prinsip gotong royong, koperasi mampu menciptakan jaringan sosial yang
mendukung keberlangsungan usaha anggotanya (Kader, 2018). Oleh karena itu, koperasi
tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang
memperkuat kohesi komunitas (Novandaya et al., 2022).

Keberadaan koperasi dalam perekonomian lokal berkontribusi terhadap penciptaan
norma-norma ekonomi yang saling mendukung. Koperasi mengedepankan nilai-nilai
kepercayaan dan transparansi, yang pada gilirannya membangun sikap saling menghargai
antar anggota (Lindakumala, 2019). Hal ini berpotensi menurunkan biaya transaksi yang
biasa muncul akibat ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan. Ketika anggota merasa
aman dan yakin dalam bertransaksi, efisiensi dan efektivitas dalam distribusi sumber daya
dan barang akan meningkat (Rasid & Fitria, 2024).

Koperasi juga dapat berfungsi sebagai solusi dalam mengatasi kegagalan pasar
dengan menyediakan layanan yang mungkin tidak dapat diakses oleh individu secara
mandiri. Sebagai contoh, koperasi simpan pinjam memberikan akses kepada anggota
untuk memperoleh kredit dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga
keuangan lainnya, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil (Widati & Herawati,
2020). In1t menjadi vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan
lapangan kerja baru (Saputra & Agustina, 2021).

Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, koperasi dapat dilihat sebagai institusi yang
mengurangi asimetris informasi di pasar dengan menciptakan transparansi dalam laporan
dan pengelolaan keuangan (Marviana et al., 2020). Selain itu, pelatihan manajemen
keuangan dan keterampilan bisnis untuk anggota diharapkan dapat meningkatkan daya
saing mereka di pasar (Marviana et al., 2020). Ketika anggota koperasi memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang baik, mereka lebih mampu untuk bersaing dan
berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal.

Penting untuk dicatat bahwa peran koperasi tidak hanya terbatas pada ekonomi;
mereka juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Melalui kegiatan yang bersifat
inklusif dan kolaboratif, koperasi memperkuat hubungan sosial antar anggota dan
memperbaiki kualitas hidup di komunitas (Denzau et al., 2016). Misalnya, pengembangan
produk lokal yang berbasis pada sumber daya alam melalui koperasi dapat meningkatkan
potensi daerah dan nilai jual produk tersebut (Widagdo & Mulia, 2022).
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Dalam konteks kompetitif, koperasi juga harus mampu mengembangkan keunggulan
yang dapat dipertahankan. Menurut analisis daya saing daerah, koperasi yang optimal
dapat memperkuat posisi lokal di pasar yang lebih luas dengan fokus pada inovasi dan
diferensiasi produk (Novandaya et al., 2022). Koperasi yang mampu beradaptasi dengan
kebutuhan pasar dan melakukan inovasi berpotensi untuk meningkatkan kegunaan dan
kualitas produknya, sehingga memberikan nilai tambah bagi anggota dan meningkatkan
daya saing secara keseluruhan.

Keberhasilan koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi juga sangat tergantung
pada pemahaman dan kesadaran anggotanya terhadap pentingnya peran koperasi
(Damantary et al., 2023). Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi
anggota sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan fasilitas
yang ada secara optimal (Agung, 2016). Tindak lanjut dalam bentuk pengembangan
komunitas yang terus menerus akan menghasilkan dampak positif yang lebih luas terhadap
perekonomian wilayah tersebut.

Dalam ringkasan, teori ekonomi kelembagaan memberikan kerangka perspektif yang
jelas untuk menganalisis peran koperasi dalam konteks ekonomi lokal. Koperasi sebagai
institusi ekonomi memiliki tugas penting dalam mengurangi biaya transaksi, membangun
norma-norma ekonomi, dan meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya. Melalui
strategi pengelolaan yang tepat, koperasi dapat berkontribusi dalam mengatasi kegagalan
pasar serta meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh (Nawangsih, 2018; Wiza
et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian in1 menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
menganalisis secara komprehensif peran, tantangan, serta strategi pengembangan koperasi
di Provinsi Bengkulu. Pendekatan ini dipilih agar dapat menggambarkan kondisi faktual
sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan konteks lokal. Data yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang bersumber dari hasil pengisian
kuesioner oleh Dinas Koperasi dan UKM se-Provinsi Bengkulu mengenai kondisi,
tantangan, dan peluang pengembangan koperasi. Kemudian terdapat Data sekunder
berupa dokumen resmi dan laporan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021, data
statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta
dokumen kebijakan terbaru seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Analisis SWOT, digunakan untuk
mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang
dan ancaman) yang memengaruhi pengembangan koperasi, serta Matriks Eisenhower
untuk memetakan dan memprioritaskan strategi pengembangan koperasi berdasarkan
tingkat urgensi dan kepentingan, sehingga menghasilkan strategi yang realistis dan terukur.
Hasil analisis SWOT dan Matriks Eisenhower dikombinasikan untuk menyusun
rekomendasi strategis yang mempertimbangkan kondisi aktual, kapasitas koperasi, serta
dinamika eksternal seperti transformasi digital dan persaingan pasar. Pendekatan ini
diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang relevan,
kontekstual, dan dapat diimplementasikan di tingkat daerah.
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Tahapan Perumusan Strategi Pengembangan Koperasi Menggunakan SWOT:
1.Identifikasi Kekuatan (Strengths) yakni mengidentifikasi aspek-aspek internal koperasi
yang menjadi keunggulan dan sumber daya unggul.
2.Identifikasi Kelemahan (Weaknesses) yakni mengidentifikasi aspek-aspek internal
koperasi yang menjadi kekurangan dan hambatan.
3.1dentifikasi Peluang (Opportunities) yakni mengidentifikasi aspek-aspek eksternal yang
dapat dimanfaatkan untuk pengembangan koperasi.

4 Identifikasi Ancaman (Threats) yakni mengidentifikasi aspek-aspek eksternal yang dapat
menghambat pengembangan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa koperasi di Provinsi Bengkulu memiliki
kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi daerah, meskipun masih menghadapi
sejumlah tantangan struktural dan manajerial. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023
terdapat 2.033 koperasi dengan pertumbuhan 0,35% (yoy) dibandingkan tahun
sebelumnya, namun hanya sekitar 28,67% yang berstatus aktif. Penurunan jumlah
anggota, modal, aset, volume usaha, dan SHU menjadi indikator lemahnya kinerja
koperasi secara keseluruhan.

Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya literasi digital
dan keuangan anggota, keterbatasan akses modal, lemahnya tata kelola dan transparansi,
serta rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi. Selain itu, persaingan ketat dengan
ritel modern dan platform e-commerce juga menjadi tekanan eksternal yang signifikan.
Tantangan ini diperkuat oleh terbatasnya dukungan belanja pemerintah baik melalui
APBN maupun APBD, yang cenderung berfluktuasi dan menunjukkan tren penurunan.

Analisis SWOT mengidentifikasi sejumlah kekuatan koperasi, seperti semangat
gotong royong, kearifan lokal, dan potensi anggota sebagai konsumen sekaligus produsen.
Peluang strategis juga muncul melalui program pemerintah seperti pembentukan koperasi
desa/kelurahan merah putih, kerja sama dengan BULOG dan BUMDes, serta
pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan pasar. Berdasarkan Matriks Eisenhower,
strategi prioritas yang perlu segera diimplementasikan meliputi transformasi digital
koperasi, penguatan tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas, peningkatan
kapasitas SDM, serta pembangunan kemitraan strategis lintas sektor.

Temuan ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah pusat dan daerah
dalam mendorong kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, terutama untuk mendukung
pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan koperasi. Dengan strategi pengembangan
yang terencana dan partisipatif, koperasi diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi
yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, serta memperkuat peran sebagai sokoguru
perekonomian daerah.

Tabel 2. Hasil Analisis SWOT Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

Analisis Uraian
SWOT
Kekuatan 1. Semangat kekeluargaan dan gotong royong
(Strengths) 2. Kearifan lokal yang beragam
3. Kualitas produk yang berkualitas
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4. Anggota yang terdaftar merupakan konsumen sekaligus
produsen yang potensial

Kelemahan
(Weaknesses)

1. Rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan anggota
koperasi termasuk kurangnya inovasi dalam model bisnis
koperasi

2. Tantangan tata kelola koperasi, termasuk transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan dana

Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

Kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal

Peluang
(Opportunities

Peluang sebagai penyalur pupuk bersubsidi

Peluang sebagai penyalur sembako bekerjasama dengan
BULOG

Peluang kerja sama dengan Bumdes

Peluang program koperasi merah putih

Peluang kerja sama dengan BLU PIP dan BLU LPDB
KUMKM.

6. Pemanfaatan teknologi seperti e-commerce, aplikasi mobile,
dan layanan keuangan digital

S Ll

bk W

Ancaman
(Threats)

1. Adanya pilihan pinjaman online sebagai pesaing koperasi
simpan pinjam

2. Semakin banyaknya gerai retail modern

3. Semakin meningkatnya transaksi melalui e-commerce atau toko
online

4. Nasabah tidak mengembalikan pinjaman yang telah diberikan
koperasi sehingga menggerus modal koperasi

Sumber; Diolah

1. Penyusunan Strategi (SWOT):

Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman,
maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pengembangan koperasi di
Provinsi Bengkulu berdasarkan kombinasi keempat faktor tersebut.

A. Strategi

SO (Kekuatan-Peluang) yakni menggunakan kekuatan untuk

memanfaatkan peluang:

1) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak
antara lain:
a. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terkait

kemitraan pembentukan koperasi merah putih, kemitraan dengan
BUMD/Bumdes, kerja sama pembiayaan dengan BLU serta
kemitraan penyaluran pupuk bersubsidi.

Swasta terkait kemitraan dalam rangka pengembangan koperasi digital
untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan pasar.

Organisasi non-pemerintah lainnya misalnya dengan BULOG terkait
kemitraan penyaluran barang dalam rangka program stabilisasi
pasokan dan harga pangan (SPHP) BULOG.
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2) Mengakselerasi digitalisasi koperasi untuk percepatan perluasan jangkauan
pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi.

B. Strategi WO (Kelemahan-Peluang) yakni mengatasi kelemahan untuk
memanfaatkan peluang.

1) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev secara berkala sesuai
kebutuhan koperasi di daerah antara lain:

a. Memperkuat tata kelola koperasi termasuk transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan dana koperasi;

b. Pengembangan koperasi digital untuk percepatan perluasan jangkauan
pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi.

2) Pemerintah Pusat memberikan tambahan dana dekonsentrasi dan/atau
tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan
pelatihan untuk koperasi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.

3) Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan
BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM.

4) Meningkatkan permodalan koperasi melalui kewajiban menjadi anggota
koperasi bagi masyarakat desa dan/atau meningkatkan iuran wajib
anggota koperasi.

C. Strategi ST (Kekuatan-Ancaman) yakni menggunakan kekuatan untuk
mengatasi ancaman:

1) Mengakselerasi digitalisasi koperasi untuk percepatan perluasan jangkauan
pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi diantaranya pengajuan
pemrosesan pinjaman secara online, pembelian/pemesanan barang/jasa
koperasi sampai dengan pengiriman barang/jasa secara online dsb.

2) Melakukan modernisasi gerai koperasi seperti konsep swalayan, dilengkapi
dengan pengaturan etalase barang, sistem kasir dengan fasilitas
pembayaran non tunai, ruangan berpendingin dsb.

3) Bekerjasama dengan lembaga asuransi dan/atau lembaga penjaminan
untuk memitigasi risiko kegagalan bayar nasabah pada koperasi simpan
pinjam.

D. Strategi WT (Kelemahan-Ancaman) yakni mengatasi kelemahan untuk
menghindari ancaman:

1) Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan koperasi digital dalam
rangka percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan
pelayanan koperasi termasuk pelatihan penguatan tata kelola koperasi
dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
koperasi.

2) Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan
BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM termasuk kerja sama dengan lembaga
asuransi dan/atau lembaga penjaminan

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dan hasil pengisian kuesioner oleh Dinas
Koperasi dan UKM se-Provinsi Bengkulu, strategi hasil analisis SWOT tersebut telah
dikelompokkan ke dalam kuadran Matriks Eisenhower. Pengelompokkan Matriks
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Eisenhower bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang penting dan mendesak untuk
pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu.

Tabel 3. Matriks Eisenhower Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

Urgent

Not Urgent

Juviodu]

Do:
1. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis
dengan berbagai pihak antara lain:

a. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
pemerintah desa terkait kemitraan pembentukan
koperasi merah putih, kemitraan dengan
BUMD/Bumdes, kerja sama pembiayaan
dengan BLU serta kemitraan penyaluran pupuk
bersubsidi.

b. Swasta terkait kemitraan dalam rangka
pengembangan  koperasi  digital  untuk
meningkatkan pelayanan dan perluasan pasar.

c. Organisasi non-pemerintah lainnya misalnya
dengan BULOG terkait kemitraan penyaluran
barang dalam rangka program stabilisasi
pasokan dan harga pangan (SPHP) BULOG.

2. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev

secara berkala sesuai kebutuhan koperasi di daerah
antara lain:

a. Memperkuat tata kelola koperasi termasuk
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana
koperasi;

b. Pengembangan  koperasi  digital = untuk
percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi
dan peningkatan pelayanan koperasi.

3. Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi
simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB

KUMKM.

Schedule:

1. Melakukan modernisasi gerai
koperasi seperti konsep
swalayan, dilengkapi dengan
pengaturan etalase barang,
sistem kasir dengan fasilitas
pembayaran non tunai,
ruangan berpendingin dsb.

2. Bekerjasama dengan lembaga
asuransi dan/atau lembaga
penjaminan untuk memitigasi
risiko kegagalan bayar nasabah
pada koperasi simpan pinjam.

3. Mengakselerasi digitalisasi
koperasi untuk percepatan
perluasan jangkauan pasar
koperasi dan  peningkatan
pelayanan koperasi
diantaranya pengajuan
pemrosesan pinjaman secara
online, pembelian/pemesanan
barang/jasa koperasi sampai
dengan pengiriman
barang/jasa secara online dsb.

JuvII0dUu] JON

Delegate:
Pemerintah Pusat memberikan tambahan dana
dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan kepada
Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan
untuk koperasi sesuai kebutuhan di masing-masing
daerah.

Delete:

Meningkatkan permodalan
koperasi melalui kewajiban menjadi
anggota koperasi bagi masyarakat
desa dan/atau meningkatkan iuran
wajib anggota koperasi.

Sumber; Diolah
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Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan di Provinsi Bengkulu

Penelitian ini membahas potensi pengembangan koperasi desa/kelurahan di
Provinsi Bengkulu melalui tiga pendekatan strategis utama: digitalisasi koperasi,
pemanfaatan potensi industri lokal, dan kebijakan nasional melalui inisiatif Koperasi
Merah Putih.

Pertama, digitalisasi koperasi dianggap sebagai langkah penting untuk memperluas
jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas layanan koperasi. Berdasarkan data BPS,
sebanyak 81,84% wilayah di Provinsi Bengkulu memiliki kekuatan sinyal telepon seluler
yang kuat atau sangat kuat, yang menunjukkan kesiapan infrastruktur digital yang
mendukung pelaksanaan program digitalisasi koperasi, khususnya di daerah seperti
Rejang Lebong dan Kaur.

Kedua, keberagaman jenis industri di tiap desa/kabupaten/kota menjadi potensi
pengembangan usaha koperasi. Industri-industri lokal seperti makanan, kayu, tekstil, dan
logam dapat dijadikan mitra koperasi dalam penyediaan modal usaha, distribusi produk,
maupun penguatan jaringan produksi. Kabupaten seperti Bengkulu Utara dan Seluma
menonjol dengan jumlah industri makanan dan kayu yang tinggi.

Ketiga, sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2025, program percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
ditujukan untuk mendukung kemandirian pangan dan pemerataan ekonomi desa. Namun,
pelaksanaan di Provinsi Bengkulu masih terbatas. Hingga Mei 2025, baru satu koperasi
yang resmi berbadan hukum, sementara musyawarah desa baru dilaksanakan di 26,3%
desa. Tantangan utama mencakup kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi,
kurangnya keterlibatan koperasi eksisting dalam proses pendirian, potensi konflik dengan
BUMDes yang telah ada, serta belum jelasnya ketentuan teknis mengenai pembiayaan
modal awal sebesar Rp5 miliar per koperasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar untuk
mengembangkan koperasi desa/kelurahan di Bengkulu, masih dibutuhkan upaya
koordinatif dan penguatan kelembagaan agar transformasi ekonomi berbasis koperasi
dapat terwujud secara menyeluruh. Hal ini senada dengan temuan dari Arsyad, A.,
Rahman, A., & Apriyanto, R. (2022) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan
koperasi yang optimal diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan. Adapun
faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu penguatan kapasitas SDM, tata kelola yang jelas,
tumpang tindih fungsi dengan BUMDes, lemahnya akses pembiayaan dan pasar, serta
kebutuhan regulasi teknis yang lebih jelas (Siregar, H., & Prasetyo, D., 2020), (Center of
Economic and Law Studies (CELIOS), 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di
Provinsi Bengkulu. Namun, koperasi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya
literasi digital dan keuangan, tata kelola yang lemah, keterbatasan modal, serta persaingan
dengan ritel modern dan platform digital. Melalui analisis SWOT dan Matriks
Eisenhower, dirumuskan strategi pengembangan yang mencakup transformasi digital,
penguatan kemitraan, peningkatan kapasitas SDM, dan modernisasi layanan koperasi.
Hasil kajian ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan koperasi
yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
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Penguatan koperasi desa merah putih menuntut kolaborasi strategis antara
pemerintah, swasta, dan lembaga non-pemerintah. Pemerintah pusat, daerah, dan desa
berperan dalam pembentukan kelembagaan, kemitraan dengan BUMD/BUMDes, serta
dukungan pembiayaan melalui BLU dan distribusi barang bersama BULOG, sementara
swasta berkontribusi pada pengembangan koperasi digital untuk memperluas pasar.
Upaya ini perlu ditopang oleh pelatihan, bimbingan teknis, dan monitoring yang
menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi. Fasilitasi akses
permodalan melalui BLU PIP dan LPDB-KUMKM, khususnya bagi koperasi simpan
pinjam, menjadi instrumen penting. D1 sisi lain, regulasi mengenai rekrutmen pengelola,
ketentuan modal awal, serta sinergi dengan BUMDes merupakan prasyarat agar koperasi
dapat beroperasi secara profesional, berkelanjutan, dan berkontribusi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
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